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GAPURA SUCI KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGD,

bahwa salah satu upaya untuk mewujuckan kemajuan dan
pemerataan pendidikan di daeral dilakuknn melalui pendirian
sekolah-sekolah bara sesuai denga 1 kebutuban masyarakat;

bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gapura Swa-
yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu. updya
pemerataan dan peningkatan mutu pendidikesn;

bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidil-an Kabupaten Bungo tentang Pemberian lzin Operasional
Seckolah Menengah Kejuruan (SMK) Gapura Suci Kabupaten Bungo.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 t:atang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dergan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukzn Daerah Tingkat [I
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingzat [ Tanjung Jahung
[Lembaran Jegara Republik Indonesia "whun 1965 Nomor 60,
Tainbahan Lembaran Negara Republik Incoaes a Nomor 2755);

Undung- Undeng Nomor 8 Tahun 1974 tertung Pokot - pokok
Kepegawaian /Lembaran Negara Republik [udonesia Tehun 1974
Nomor 55, 1:mbahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sehaniimana telan dinbah dengan Undang - Undang Nomor
43 19 tentang “erubahan Atas Undang - Undang Nomor 8
Tuli:. 1 474 tentang Pokok — pokok Kepeguwaian (Lembaran Negara
K cublil: Indones’a ““ahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik ‘ndonesia Nomor 3890);

Undang - Undaag Nomor 54 Tahun 1999 ientang Pembentuln
Kabupaten S:rolangun, Kabupaten Tebo, Kalmpaten Muaro Jan.bi
d+n Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembarun Negara Repubiik
I..imesia Tawun 1999 Nomor 182, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaiana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 teatang Perubahan Atas
Uncang-Undang Nomor 54 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Ksbupaten Mearc Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur {Lemtaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);
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4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 7,03 tentany; Sistem Pendidiken
Nasional (lembaran Negara Republi' Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Rejpublik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Noinor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4,89);

6. Undang-l ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerahi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)
yang telah ditelapkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 205
(embaran’ Negara Republi!: Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor esia Nomor 4548);

7. Peratwran Pemeimtafi Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pe adidikan
Menengah (Lemk aran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan embaran Vegara Republik Indcnesia Nomor 3413),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pumerintah Nomor 56
Tahun 1998 (Lemtbarrn |'egara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 91, Tambahan Lemt aran Negara Republik: Indenceia 3764);

8. Peraturan Pemeri'.tah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenega
Kependid.kan (Leribaran Negara Republik Indoanesia Tahun 1937
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repub.ik Indonesia Nomor
3484), sebagain ana telah diubah dengan Peraturan Pemerintat
Nomor 39 Tahin 2000 (Ler 1baran Negara Reputlik Indonesia Nomor
3974);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 199% entang Peran Serta
Masya akat dalam Pendidik-.n Nasional (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1992 No.nor 69, Tambahai: Lembaran Negsra
Republik Indonesia Nomor 3485);

10.. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Ko'a (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2007 Nonior 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4737);

11. Keputusan Menteri Pendidi can Nasional Nomor 60/U/2002 tentang
Pedoman Pendirisan Sekols h;

12, Peraturan Bupati Bunge Nomeor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo ( Berita Daerah
Kabupaten Buugo Tahun 2008 Nomor 2008 ).

Memperhatian : Surat Kepala Seckolah Menengah Kejuruan (8MX) Gapura Suci
Nonior 900 / 03 /SMK - GS / 2009 tangge! 09 Juli 2009 tentang Mohon
Pen~rbitan lzin Operasional SMK Gapura Saci.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU ! Mrmberikan lzin Operasional SMK Gapura Suci Kabupaten Bungo
dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) 400102 yang berkedud di
Dusun Gapura Suci Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.
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KEDUA Badan Penyelenggsra Sekolah Mencngah Kejuruan (SMK) Gapura Suc.

& Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud diktum {ESATU Keputusan

ini dalam Oprasional dan Pengelolaan Sckolah harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut : -

1. Wajit membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan
pemerataan dan kesempatan belajar dengan mengusahakan
ketersediaan fasilitas penaidi dalam jumleh yang cukup dan
memadai serta memanfaatkan sumber daye. yang ada dalam
masyarakat untuk kepentingan pendidikan.

2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha — ‘1saha yang hersifat
komersial.

3. Menjaga mutu tenaga kependidikan /pengajar, tenaga administrasi
serta peralatan pendidikan scsuai uengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku untuk kelancaran pro:zes belajar mengajar
di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau
melaksanakan kegiatan ain yang bertentangan dengan Ideologi
Negara Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945,

KETIGA ! Brdan Penyelenggara Sekolah apabila tidak memenuhi ketentuan
o seoagaimana din'aksud® diktum KEDUA Keputusan ini, dikenakan
sanksi/ denda berupa pencabutan lzin Operasiinal Sekolah sesuai

dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlslcu.

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlal: pada tangge! ditetapknn.
~
Ditetapkan di Musra Bungo
pada tanggal 15 Juli 2009
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1. Menteri Pendidik.»n Nasional Rl di Jakarta
~ 2. Inspektur Jende:.l Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikd:: nen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jamb: i Jambi
S. Direktur Pembir. .n SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Bupati Bungod iuara Bungo
~ 7. Kepala Dinas Pc  lidikan Provinsi Jambi
8. Ketua DPRD K: paten Bungo di Muara Bungo
?0 Kepala Bapped. -abupaten Bungc di Muar: - iungo

& It .pe'-tu: dan Pengawasan Kabu;: s Bungo di Muara Bungo
11. Koordina:  :nyawas Dinas Pend.dika, wvinsi Jambi di Janbi
12. Badan P¢ mggara Sekolah SMK Capu: . in.ci.




